
 
 

. 
me 

n
g
e
 

—-— 
. 
S
m
a
 

—
—
 
E
P
L
 

N
A
 

Ma 
Lena 

an matan 
Lam 

4 
“
 

na 
a
m
a
 

  

W
A
L
I
K
O
T
A
 
G
O
R
O
N
T
A
L
O
 

| 

P
E
R
A
T
U
R
A
N
 
W
A
L
I
K
O
T
A
 
G
O
R
O
N
T
A
L
O
 

N
O
M
O
R
 

15 
T
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T
E
N
T
A
N
G
 

P
E
N
J
A
B
A
R
A
N
 
A
N
G
G
A
R
A
N
 
P
E
N
D
A
P
A
T
A
N
 
D
A
N
 
B
E
L
A
N
J
A
 
D
A
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R
A
H
 

T
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N
 
A
N
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A
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2014 

D
E
N
G
A
N
 
R
A
H
M
A
T
 
T
U
H
A
N
 
Y
A
N
G
 
M
A
H
A
 
ESA 

W
A
L
I
K
O
T
A
 
G
O
R
O
N
T
A
L
O
,
 

Menimbang: 
a. 

bahwa 
untuk 

melaksanakan 
ketentuan 

Undang-Undang 
Nomor 

32 
Tahun 

2004 
tentang 

Pemerintah 
Daerah 

Kepala 
Daerah 

mengajukan 

Peraturan 
Walikota 

Gorontalo 
tentang 

Penjabaran 
Anggaran 

Pendapatan 
dan 

Belanja 
Daerah 

kepada 
Dewan 

Perwakilan 
Rakyat 

Daerah 

untuk 
memperoleh 

Persetujuan 
Bersama, 

b. 
bahwa 

Peraturan 
Walikota 

tentang 
Penjabaran 

Anggaran 
Pendapatan 

dan 
Belanja 

Daerah 
yang 

diajukan, 
sebagaimana 

dimaksud 
dalam 

huruf 
a 
merupakan 

perwujudan 
dari 

Rencana 
Kerja 

Pemerintah 
Daerah 

Tahun 
2014 

yang 
dijabarkan 

kedalam 
kebijakan 

u
m
u
m
 
Anggaran 

Pendapatan 
dan 

Belanja 
Daerah 

serta 
prioritas 

dan 
plafon 

anggaran 
maka 

Anggaran 
Pendapatan 

dan 
Belanja 

Daerah 
perlu 

penjabaran, 

Cc. 
bahwa 

berdasarkan 
pertimbangan 

sebagaimana 
dimaksud 

dalam 
huruf 

a 
dan 

huruf 
b 

perlu 
membentuk 

Peraturan 
Walikota 

Gorontalo 

tentang 
Penjabaran 

Anggaran 
Pendapatan 

dan 
Belanja 

Daerah 
Tahun 

Anggaran 
2014, 

 
 
 



 
 

Mengingat 
l. 

 
 

S
3
 

Undang-Undang 
Nomor 

29 
Tahun 

1959 
tentang 

Pembentukan 
Daerah 

- 
daerah 

Tingkat 
II 

di 
Sulawesi 

(Lembaran 
Negara 

Republik 

Indonesia 
Tahun 

1959 
N
o
m
o
r
 

74, 
T
a
m
b
a
h
a
n
 
Lembaran 

Negara 
Republik 

Indonesia 
N
o
m
o
r
 

1822): 

U
n
d
a
n
g
-
U
n
d
a
n
g
 
N
o
m
o
r
 

28 
Tahun 

1999 
tentang 

Penyelenggara 
Negara 

yang 
Bersih 

dan 
Bebas 

dari 
Korupsi, 

Kolusi 
dan N

e
p
o
t
i
s
m
e
 

(Lembaran 
Negara 

Republik 
Indonesia 

Tahun 
1999 

N
o
m
o
r
 

75, 
T
a
m
b
a
h
a
n
 
Lembaran 

Negara 
Republik 

Indonesia 
N
o
m
o
r
 

3851): 

U
n
d
a
n
g
-
U
n
d
a
n
g
 
N
o
m
o
r
 

109 
Tahun 

2000 
tentang 

Kedudukan 
Keuangan 

Kepala 
Daerah 

dan 
Wakil 

Kepala 
Daerah 

(Lembaran 
Negara 

Republik 
Indonesia 

Tahun 
2000 

Nomor 
210, 

Tambahan 
Lembaran 

Negara 
Republik 

Indonesia 
Nomor 

4028): 

Undang-Undang 
Nomor 

17 
Tahun 

2003 
tentang 

Keuangan 
Negara 

(Lembaran 
Negara 

Republik 
Indonesia 

Tahun 
2003 

Nomor 
47, 

T
a
m
b
a
h
a
n
 
Lembaran 

Negara 
Republik 

Indonesia 
N
o
m
o
r
 
4286). 

Undang-Undang 
Nomor 

1 
Tahun 

2004 
tentang 

Perbendaharaan 
Negara 

(Lembaran 
Negara 

Republik 
Indonesia 

Tahun 
2004 

Nomor 
5, 

Tambahan 
Lembaran 

Negara 
Republik 

Indonesia 
Nomor 

4355): 

Undang-Undang 
Nomor 

15 
Tahun 

2004 
tentang 

Pemeriksaan 
Pengelolaan 

dan 
Tanggung 

Jawab 
Keuangan 

Negara 
(Lembaran 

Negara 

Republik 
Indonesia 

Tahun 
2004 

Nomor 
66, 

Tambahan 
Lembaran 

Negara 
Republik 

Indonesia 
Nomor 

4400): 

Undang-Undang 
Nomor 

25 
Tahun 

2004 
tentang 

Sistem 
Perencanaan 

Pembangunan 
Nasional 

(Lembaran 
Negara 

Republik 
Indonesia 

Tahun 
2004 

Nomor 
104, 

Tambahan 
Lembaran 

Negara 
Republik 

Indonesia 
Nomor 

4421): 

U
n
d
a
n
g
-
U
n
d
a
n
g
 

N
o
m
o
r
 

32 
Tahun 

2004 
tentang 

Pemerintahan 
Daerah 

(Lembaran 
Negara 

Republik 
Indonesia 

Tahun 
2004 

Nomor 
125, 

Tambahan 
Lembaran 

Negara 
Republik 

Indonesia 
Nomor 

4437) 
sebagaimana 

telah 
beberapa 

kali 
diubah 

terakhir 

dengan 
Undang-Undang 

Nomor 
12 

Tahun 
2008 

(Lembaran 
Negara 

Republik 
Indonesia 

Tahun 
2008 

Nomor 
59, 

Tambahan 
Lembaran 

Negara 
Republik 

Indonesia 
N
o
m
o
r
 
4844) 

: 

U
n
d
a
n
g
-
U
n
d
a
n
g
 
N
o
m
o
r
 

33 
Tahun 

2004 
tentang 

Perimbangan 
Keuangan 

antara 
Pemerintah 

Pusat 
dan 

Pemerintahan 
Daerah 

(Lembaran 

Negara 
Republik 

Indonesia 
Tahun 

2004 
N
o
m
o
r
 

126, 
T
a
m
b
a
h
a
n
 
Lembaran 

Negara 
Republik 

Indonesia 
N
o
m
o
r
 
4438):
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10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234): 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712), 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503), 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575), 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576): 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577), 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),



  
  

Menetapkan 

19: 

20. 

21. 

22, 

23. 

24. 

ads 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585): 

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4595), 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616): 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali 

terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011: 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi 

Intensif dan Dana Operasional : 

. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah 

Kota Gorontalo Tahun 2013 Nomor 4 ): 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2014.
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Pasal 1 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerali Tahun Anggaran 2014 terdiri atas : 

1. Pendapatan : 

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah 

b. Dana Perimbangan sejumlah 

c. Lain-lain pendapatan daerah yar'g sah sejumlah 

Jumlah Pendapatan 

2. Belanja : 

a. Belanja tidak langsung : 

1. Belanja pegawai sejumlah 

Belanja Bunga sejumlah 

Belanja Subsidi sejumlah 

Belanja Hibah sejumlah 

Belanja Barituan.-Sosial sejumlah 

Belanja bagi hasil:sejumlah 

Belanja bantuan keuangan sejumlah 

2 
N
A
D
A
 

Uu 
A
w
»
 

» 

Belanja tak terduga sejumlah 

Jumlah Belanja tidak langsung 

147.779.523.000:00 

513.123.146.087:00 

128.354.715.709:00 

789.257.386.796,00 

462.305.105.911:00 

-2.625.000.000:00 

0:00 

5.369.000.000,00 

2.725.000.000,00 

0.00 

0:00 

500.000.000:00 

473.524.105.911:00



  

b. Belanja langsung : 

Il. Belanja pegawai sejumlah Rp. 23.123.019.550,00 
2. Belanja barang danjasa sejumlah Rp. 190.223.276.438,00 
3. Belanja Modal sejumlah Rp. 136.056.828.359,00 

Jumlah belanja langsung Rp. 349.403.124.347,00 
Jumlah belanja Rp. 822.927.230.258,00 

Surplus/(Defisit) Rp. (33.669.843.462,00) 
3. Pembiayaan : 

a. Penerimaan sejumlah Rp. 41.320.843.462,00 
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 7.651.000.000,00 

Jumlah pembiayaan Neto Rp. 33.669.843.462,00 
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun-berkenaan Rp. 00 

Pasal 2 

Ringkasan Penjabaran Anggaran-Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasaf 1 tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota.ini. 

Pasal 3 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran II Peraturan Walikota ini. 

Pasal 4 

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



 
 

Pelaksanaari 
penjabaran 

Anggaran 
Pendapatan 

dan 
Belanja 

Daerah 
yang 

ditetapkan 
dalam 

peraturan 
ini 

dituangkan 
lebih 

lanjut 
dalam 

Dokumen 
Pelaksanaan 

Anggaran 
Satuan 

Kerja 
Petangkat 

Daerah 
sesuai 

dengan 
ketentuan 

perundang-undangan. 

Pasal 
6 

Peraturan 
Walikota 

ini 
mulai 

berlaku 
pada 

tanggal 
diundangkan. 

Agar 
setiap 

orang 
mengetahuinya, 

memerintahkan 
pengundangan 

Peraturan 
Walikota 

ini 
dengan 

penempatannya 
dalam 

Berita 
Daerah 

Kota 
Gororitalo 

Ditetapkan 
di 

Gorontalo 
pada 

tanggal, 
31 

D
e
s
e
m
b
e
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LIP 
Diundangkan 

di 
Gorontalo 
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D
e
s
e
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b
e
r
 

pada 
tanggal, 
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